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ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki dua dimensi ubudiyyah yaitu
dimensi vertical dan dimensi horizontal. Bahkan di samping dua dimensi di atas, ada fungsi
lain dari zakat yang sangat strategis pada ranah kehidupan yang lebih luas yaitu zakat
menjadi salah satu dari alternatif instrumen kebijakan fiskal suatu negara dalam rangka
mewujudkan pemerataan pendapatan dalam kehidupan masyarakat. Implementasi zakat di
negara-negara Muslim mengarah pada dua kutub yang berbeda. Pertama, negara-negara
muslim dengan sistem wajib zakat (obligatory basis). Sistem seperti ini diterapkan di
Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya dan Malaysia. Kedua, negara-negara muslim dengan
sistem zakat yang dibayarkan atas dasar kesadaran atau kesukarelaan masyarakat
(voluntary basis). Sistem ini diterapkan di Kuwait, Yordania, Bangladesh, Qatar, Oman,
Iran, Bahrain, Mesir. Di indonesia sendiri, sampai saat ini masih menganut sistem sukarela
dalam pengelolaan zakatnya. Namun potensi zakat yang sangat besar Negara harus
berperan lebih termasuk melakukan sentralisasi pengelolaan zakat sehingga memiliki full
power dalam pengamilan,pendistribusian dan pemberian sanksi atas pelanggaran dalam
masalah zakat ini.

Kata Kunci : Potensi zakat, Dimensi Vertical dan Horizontal, Obligatory Basis, Voluntary
Basis, Sentralisasi Pengelolaan.

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, ada salah satu potensi
keuangan yang sangat besar, jika ia
dikelola  dengan  baik. la  dapat
mempengaruhi  kondisi  perekonomian

muzakki yang akhirnya akan dapat
memberikan  perubahan pada  kondisi
ekonomi dan seluruh aspek kehidupan umat
manusia. Dengan demikian, keadilan yang
merupakan tujuan ditegakkannya syariat di

sebuah negara jika tidak bisa dikatakan
merubahnya. Dialah zakat yang telah Allah
berkutat pada kelompok the have saja, yang
akan  mengakibatkan  ketidakmerataan
kekayaan dan ketidakadilan, sehingga
keadaan kelompok the haven’t tidak
mendapatkan perbaikan yang layak dan
pertumbuhan ekonomi hanya terjadi pada
kelompok yang pertama saja. Zakat juga
diharapkan mampu  merubah  status
kelompok the haven’t dari mustahiq
menjadi orang yang tidak berhak menerima
zakat atau bahkan bisa lebih baik dari itu,
yaitu merubah mereka menjadi para
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muka bumi ini dapat dirasakan oleh seluruh
kaum muslimin.

Zakat merupakan salah satu rukun
Islam yang memiliki dua dimensi
ubudiyyah yaitu dimensi vertical dan
dimensi horizontal. Dimensi vertical pada
zakat ketika ia merupakan kewajiban harta
yang harus dikeluarkan atas perintah Alloh
%2 dan dimensi horizontal ketika zakat
sebagai pengalihan atau pemerataan
kekayaan yang diambil dari orang-orang
kaya (al-aghniya) dan diberikan kepada
orang-orang fakir (al-fugard). Pada dimensi
horizontal itulah zakat memiliki peran yang
luar biasa sebagai institusi yang menjamin
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adanya aliran dari kelompok kaya kepada
kelompok miskin. Bahkan di samping dua
dimensi di atas, ada fungsi lain dari zakat
yang sangat strategis pada ranah kehidupan
yang lebih luas yaitu zakat menjadi salah
satu dari alternatif instrumen kebijakan
fiskal negara dalam rangka
mewujudkan pemerataan pendapatan dalam
kehidupan masyarakat.

Perintah untuk mengeluarkan zakat
harta telah di atur oleh Allah & dalam
banyak ayat al-Qur’an, diantaranya adalah
firman Allah & dalam surat al-Baqarah
ayat 43:

e 15850 85531 15055

suatu

[FOARN
2 oS

“Dan dirikanlah Shalat, tunai-
kanlah zakat dan ruku'lah beserta
orang-orang yang ruku'.

11‘ [lj

Pelaksanaan zakat yang telah Allah &
tentukan proses pengambilannya dalam
surat  al-Taubah  ayat 103  dan
pendistribusiannya dalam surat al-Taubah
ayat 60:

oSl Al Cdanl ) e
B Ml walsdly Qe el
d‘) ‘UJ‘ JMM gg Q"-‘J—’J‘) UUJ.”

“Ambillah zakat dari sebagian
harta mereka, dengan zakat itu

kamu membersihkan dan
mensucikan mereka lalu
berdo’alah untuk mereka.

Sesungguhnya do’a kamu itu
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi

mereka. Dan  Allah  Maha
Mendengar lagi Maha
mengetahui”.
FAOP- 52
Q \ﬁ . \ \ ]
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Distribusi harta dalam Islam, tidak
hanya didasari oleh keinginan untuk
mengembangkan harta dalam bentuk
nominal saja melalui transaksi ekonomi
yang bernilai komersil. Akan tetapi
keberkahan dari harta yang dimiliki serta
penyucian diri pemiliknya merupakan hal
penting yang ditekankan oleh Islam. Oleh
karena itu distribusi harta dalam Islam juga
dilandaskan pada keimanan seseorang
terhadap  perintah  Allah & untuk
meredistribusikan harta yang ia miliki
tentukan.

Menurut M.  Syafi’i  Antonio
sebagaimana yang dikutip oleh Euis
Amalia, pada dasarnya Islam memiliki dua
sistem distribusi utama, yakni distribusi
secara komersial dan mengikuti mekanisme
pasar serta sistem distribusi yang bertumpu
pada aspek keadilan sosial masyarakat.
Sistem  distribusi  pertama,  bersifat
komersial, berlangsung melalui proses
ekonomi. Adapun sistem yang kedua,
berdimensi sosial, yaitu Islam
menciptakannya untuk memastikan
keseimbangan pendapatan di masyarakat.
Mengingat tidak semua orang mampu
terlibat dalam proses ekonomi karena yatim
piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam
memastikan distribusi bagi mereka dalam
bentuk zakat, infak, dan sedekah.”!

Terkait dengan potensi zakat yang
ada, beberapa studi telah mencoba
mengkalkulasikan potensi zakat ini secara
nasional. Monzer Kahf (1989) misalnya,
menyimpulkan bahwa potensi  zakat
nasional berada pada kisaran 1-2 persen
dari total PDB. Sedangkan Pusat Bahasa

*  Alumni Program Magister Ekonomi Islam UIKA
Bogor tahun 2014.

Euis Amalia, Keadilan Distributif Dalam
Ekonomi Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2009, him. 119.
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dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah
Jakarta (2005) menyatakan bahwa potensi
zakat nasional mencapai angka Rp 19,3
triliun. IMZ pada 2007 sempat pula merilis
prediksi potensi zakat nasional pada kisaran
Rp 27,2 triliun.

Studi  terbaru yang  dilakukan
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)
dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen
Institut Pertanian Bogor (FEM IPB)
menunjukkan angka yang lebih besar.
Menurut studi yang dilakukan pada Tahun
2011 lalu, terungkap bahwa potensi zakat
nasional mencapai angka 3,40 persen dari
PDB, atau tidak kurang dari Rp 217
triliun.”

Potensi yang sangat besar ini tentu
saja merupakan peluang yang sangat luas
untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan
umat manusia sekaligus perekonomian
suatu negara atau bahkan dunia. Di
samping sebagai peluang, 1ia juga
merupakan tantangan bagi seluruh elemen
yang hendak melakukan pengelolaan
terhadap potensi dana kaum muslimin ini.
Karena pengelola zakat harus mampu
menunjukkan sikap amanah dan transparan
dalam pengelolaannya serta tuntutan
profesionalitas dari kaum muslimin agar
mereka dapat menyalurkan kewajiban
zakatnya melalui lembaga amil yang ada.
Di samping manajemen
diperlukan kekuatan penuh untuk menggali
potensi yang sangat besar tersebut;
sehingga perolehan dana zakat akan
semakin besar dan distribusinya pun akan
semakin terarah dan tepat sasaran.

Zakat sebagai salah satu sistem
distribusi islami terhadap kekayaan dan
pendapatan  seseorang tentu menjadi
harapan besar bagi kaum muslimin untuk

yang kuat,

*  Indonesia Zakat and Development Report 2012,

IMZ, Jakarta: 2012, hlm. 25
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dapat menjadi salah satu solusi bagi
permasalahan sosial ekonomi yang terjadi
di tengah-tengah kehidupan mereka baik
berupa masalah kesenjangan yang sangat
tinggi maupun dalam bentuk masalah lain.
Tingkat kesenjangan yang dapat terlihat
dalam lingkup kecil kehidupan dan juga
tingkat kemiskinan dengan berbagai
dimensinya merupakan masalah yang harus
segera mendapatkan perhatian serius dari
orang-orang yang mendapatkan karunia
harta dari Allah €. Karena zakat memiliki
peran ganda dalam meningkatkan keadilan
distribusi, yaitu: (1) mengurangi tingkat
pendapatan yang siap dikonsumsi oleh
segmen orang kaya (muzakky); dan (2)
sebagai media transfer pendapatan sehingga
mampu meningkatkan daya beli orang
miskin.?

Bermunculannya organisasi-
organisasi pengelola zakat di Indonesia saat
ini dapat dikatakan sebagai indikasi positif
penanganan potensi zakat yang ada,
meskipun realitas yang ada menunjukkan
bahwa antara  potensi zakat dan
penghimpunan yang telah dilakukan masih
terdapat perbedaan yang sangat jauh.
Potensi zakat yang menurut Didin
Hafidhuddin mencapai Rp 210 triliun per
tahun, nyatanya, baru terkumpul Rp 1,7
triliun  pada 2011.* Untuk itulah
pengelolaan dan manajemen organisasi
pengelola  zakat patut mendapatkan
perhatian serius dari para pengemban
amanahnya. Karena secara historis dan
dalam prakteknya, Rasulullah # telah
mencontohkan sistem pengelolaan zakat
yang profesional sejak diwajibkannya pada

> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi

Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta, Ekonomi Islam, Jakarta, Raja
Grafindo Persada, 2009, him. 405.

Indonesia Zakat Development Report 2012,
IMZ: Jakarta, 2012, hlm. 89.
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tahun ke-2 hijriyah. Meskipun setelah itu,
terutama setelah runtuhnya kekhalifahan
utsmani pada tahun 1924, pengelolaan
zakat terus mengalami penurunan; bahkan
termarjinalkan dari ranah publik.

Implementasi zakat di negara-negara
Muslim mengarah pada dua kutub yang
berbeda. Pertama, negara-negara muslim
dengan sistem wajib zakat (obligatory
basis). Sistem seperti ini diterapkan di
Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Libya dan
Malaysia. Kedua, negara-negara muslim
dengan sistem zakat yang dibayarkan atas
dasar  kesadaran atau  kesukarelaan
masyarakat (voluntary basis). Sistem ini
diterapkan di Kuwait, Yordania,
Bangladesh, Qatar, Oman, Iran, Bahrain,
Mesir, dl1.”

Beragamnya model pengelolaan zakat
tersebut menunjukkan bahwa pada masa
kontemporer relasi zakat dan negara
bersifat kondisional. Meski perhatian dan
dukungan pemerintah rendah, zakat akan
tetap eksis meski mungkin belum berperan
secara maksimum dalam perekonomian.
Berbeda dengan pajak yang
implementasinya sangat bergantung pada
keberadaan negara. Sedangkan zakat tidak
tergantung pada negara, meski untuk
berjalan ideal membutuhkan peran negara.
Di negara-negara yang menganut sistem
pembayaran zakat secara wajib,
pengelolaan zakat ditangani secara penuh
oleh negara.® Adapun negara-negara yang
menganut sistem sukarela dalam
pengelolaan zakatnya, pemerintah yang

berkuasa  relatif tidak  memberikan
perhatian  yang memadai  terhadap
pengelolaan  zakat secara kolektif.Di

indonesia sendiri, sampai saat ini masih

Indonesia Zakat Development Report 2009,
IMZ: Jakarta, 2009, hlm. 99.
Indonesia Zakat Development Report 2010,
IMZ: Jakarta, 2010, hlm. 63.
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menganut sistem sukarela ~ dalam
pengelolaan zakatnya.” Meskipun dari
waktu ke waktu terus mengalami perbaikan
dan dalam upaya agar pengelolaan zakat
menjadi bagian dari otoritas pemerintahan.®
Dengan disetujuinya Undang-Undang RI
No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
Zakat diharapkan Indonesia akan mampu
menggali potensi zakat yang ada untuk
digunakan sebesar-besarnya bagi
kesejahteraan ~ kaum  muslimin  dan
kemajuan ekonomi negara secara umum.
Namun demikian, keberadaan undang-
undang ini belum secara penuh meletakkan
kekuatan pengelolaan dengan tiga sisinya
yaitu regulator, fasilitator dan operator pada
pemerintah; sehingga kekuatan yang ada
dari pemerintah untuk mengelola zakat
masih belum sepenuhnya.

Lemahnya kekuatan pemerintah ini
semakin  diperparah  dengan adanya
sebagian kaum muslimin yang menganggap
dan meyakini bahwa zakat merupakan
kewajiban individu bagi yang memiliki
kesadaran untuk mengeluarkannya tanpa
harus ada paksaan dari luar termasuk aturan
dari negara atau pemerintah. Sehingga
disahkannya Undang-Undang no. 23 tahun
2011 pada tanggal 27 Oktober 2011 yang
seharusnya mendapatkan dukungan dari
semua pihak untuk terus diperjuangkan dan
mendapatkan masukan untuk perbaikan
justrumenimbulkan pro kontra di tengah-
tengah masyarakat. Hal itu dikarenakan
munculnya asumsi bahwa akan terjadi
marjinalisasi Lembaga Amil Zakat (LAZ)
yang dibentuk oleh masyarakat dan
sentralisasi  pengelolaan zakat secara
nasional sekaligus pengendalian penuh
akan ada dipihak pemerintah. Implikasi dari
asumsi ini adalah adanya permintaan dari

1bid, hlm. 65.
Indonesia Zakat Development Report 2009,
IMZ: Jakarta, 2009, hlm.2-3.
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sebagian kaum muslimin untuk diadakan
yudisial review guna meninjau kembali
undang-undang tersebut.

Sebagai agama (din) yang telah Allah
¥ sempurnakan,’ Islam datang dengan
membawa segala aturan yang mencakup
seluruh aspek kehidupan. Baik kehidupan
khusus keagamaan ataupun kehidupan
umum keduniawian.'® Sehingga gambaran
global dari setiap masalah yang dihadapi
oleh kaum muslimin dapat dipelajari dari
sumber syariah dari din ini yaitu al-Qur’an.
Adapun rincian dari syariah yang dibawa
oleh Rasulullah # dapat dipelajari melalui
sunnah beliau dengan didukung oleh
komponen-komponen hukum lain seperti
ijma, qiyas dan lainnya.

Untuk sampai pada kesimpulan-
kesimpulan hukum tertentu pada setiap
masalah yang dihadapi oleh kaum
muslimin, para ulama telah membuat
konsep-konsep sederhana untuk
mempermudah pengkajian suatu hukum
yang diawali pada abad keempat Hijriyyah
yang dikenal dengan ilmu Ushul al-Figh,
dimana salah satu objek pembahasan di
dalamnya adalah tentang kaidah-kaidah
baik dalam bentuk kaidah-kaidah ushul (al-
Qawa’id al-Ushiliyyah)maupun kaidah-
kaidah fiqih (al-Qawa’id al-Fighiyyah).

Dalam literatur hukum Islam, kaidah-
kaidah figih memiliki kedudukan sangat
penting. Bahkan bisa jadi lebih penting dari
madzhab figih itu sendiri. Karena kaidah-
kaidah figih akan diterima dan diterapkan
oleh  berbagai madzhab, sedangkan
madzhab  figih tertentu hanya akan
diterapkan  oleh  kebanyakan  para
pendukung madzhab tersebut saja.

Urgensi kaidah-kaidah fiqih dalam
membicarakan berbagai persoalan dalam

’  Lihat al-Qur’an surat al-Maidah ayat 3.

" HASMI, Dinul Islam, Marwah Indo Media:
Bogor, 2012, hlm. 15.
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kehidupan kaum muslimin merupakan hal
yang tak terbantahkan. Kaidah-kaidah figih
akan membuat berbagai permasalahan fiqih
yang terus mengalami perkembangan
tereduksi menjadi beberapa pernyataan
ringkas saja.

Salah satu kaidah figih yang erat
kaitannya dengan pemerintahan ketika
dilihat dari sudut pandang cakupannya
yang luas adalah kaidah figih yang
berbunyi « Liia e e MLyl il
aliadly yang artinya tindakan atau
kebijakan seorang pemimpin terhadap
orang-orang yang dipimpinnya harus
dikaitkan dengan kemaslahatan. Sehingga
kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah selalu berorientasi terhadap
perbaikan seluruh rakyatnya; mengingat
tindakan dan kebijakan yang ditempuh dan
diambil oleh seorang pemimpin atau
penguasa harus sejalan dengan kepentingan
bersama dan bukan untuk kepentingan
golongan tertentu saja atau bahkan untuk
kepentingan diri pribadinya.

B. Pembahasan
1. Makna Kaidah Fiqih

“asliady byl e o sl D™

Secara umum, kaidah figih ¢ a)ial
aliadly b3l 43 30 U LY dapat diartikan
bahwa segala tindakan atau kebijakan
seorang imam (pemimpin) terhadap orang
yang berada di bawah kepemimpinannya
harus mengacu pada terwujudnya manfaat
dalam kebijakannya, baik berupa manfaat
duniawi maupun manfaat ukhrawi yang
diraih atau berupa bahaya dan kerusakan
yang terhindarkan dari orang-orang yang
ada di bawah kepemimpinannya.

Abdul Mudjib berkata, “Tindakan
dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh
pemimpin atau penguasa harus sejalan
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dengan kepentingan umum bukan untuk
golongan atau untuk diri sendiri.”"!

Dari keenam lafadz di atas, penulis
lebih memilih lafadz untuk kaidah fiqih ini
yang berbunyi « b3k Le 3 S Q) i
daliadly mengingat lafadz ini lebih banyak
dikenal dan tersebar di kalangan fuqaha
(ahli figih) dan ulama-ulama yang memiliki
karya terkait kaidah-kaidah figih;'* di
samping itu juga,afadz ini memiliki
keunggulan dari sisi makna yang lebih
terfokus pada satu permasalahan besar
yaitu terkait kepemimpinan seorang imam
terhadap rakyatnya yang harus dijalankan
sesuai  dengan  kemaslahatan  yang
diharapkan, mengingat penulis hendak
melihat adanya implikasi dari kaidah figih
ini terhadap peran negara atau pemerintah
dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Kata <i%ai dalam bahasa Arab
terbentuk dari kata &)l yang berarti
memalingkan'®, disamping itu kata ini juga
memiliki makna lain seperti menukar,
bertindak, bekerja dan lain-lain."* Dan kata
ini tidak memiliki penjelasan khusus secara
istilah, namun ia dapat dipahami dari
penggunaan orang Arab, dimana mereka
menggunakan kata ini untuk menunjukkan
tindakan yang dilakukan oleh seseorang;

""" Abdul Mudjib, Kaidah-Kaidah Ilmu Figih,
Jakarta: Kalam Mulia, 2005, him. 61.
SepertiJalal al-Din al-Suytthi dalam kitab al-
Asybdh wa al-Nadhadir, Zakariyyabin
Muhammad al-Anshari dalam kitab Asnd’ al-
Mathalib fi Syarh Raudhah al-Thalib, Zain al-
Din Ibrahim bin Nujaim dalam kitab al-Asybah
wa al-Nadhdair, dan ulama-ulama lainnya.

3 al-Thahir Ahmadal-Zawi, Tartib al-Qdmiis al-
Muhith ‘ala Tharigat al-Misbah al-Munir wa
Asds al-Baldghah, Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub,
1996, hlm. 816.

" Lihat: Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-
Qadiral-Razi, Mukhtdr al-Shihdh, Beirut: al-
Maktabah al-‘Ashriyyah, 2004, hlm. 346 dan
IbrahimAnis, Abd al-Halim Muntashir,dll., al-
Mu’jam al-Wasith, 1972, hlm. 538.
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baik tindakan itu berupa perkataan maupun
perbuatan.

Definisi %Y berasal dari kata éi yang
berarti asal dari sesuatu.” Kemudian
setelah mengalami fashrif atau perubahan
pola kata dalam bahasa Arab, terbentuklah
kata aeY) yang berarti pemimpin yang harus
diikuti,'® atau bisa juga diartikan yang
menjadi panutan.'” Sedangkan secara
istilah, kata AWY''® sebagaimana yang
didefinisikan oleh al-Jurjani dalam al-
Ta’rifat adalah seseorang yang memegang
jabatan umum dalam urusan agama dan
urusan dunia sekaligus. "

Ketika membahas kepemimpinan dan
masalah  yang  terkait  dengannya,
kebanyakan para ulama lebih berbicara
tentang imamah saja yang notabene
merupakan tugas atau amanah bagi seorang
pemimpin. Hal itu tentu saja sangat bisa
dimaklumi, mengingat seorang
hanyalah pemeran (subject) dari tugas

imam

imamah yang ada.

Diantara definisi imamah adalah apa
yang disebutkan oleh Ibn Khaldun yang
mengatakan  bahwa  imamah adalah
pengganti peran dari pemilik syari’at dalam
menjaga agama dan dunia.’® Sejalan

5" Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-
Razi, Mukhtar al-Shihah, Beirut: al-Maktabah
al-‘Ashriyyah, 2004, hlm. 39.

' Al-Thdhir Ahmad al-Zdawi, Tartib al-Qdmus al-
Muhith, hlm. 181.

7 Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir al-
Razi, Mukhtar al-Shihah, hlm. 40.
Sebutan gelar yang paralel dengan gelar imam
dalam sejarah pemerintahan Islam adalah
khalifah yang juga memiliki turunan yang
merupakan sinonim dari kata imam, seperti kata
amir dan wali, yang juga digunakan untuk
orang-orang yang memiliki kedudukan sebagai
pemimpin dengan cakupan luas kekuasaan yang
berbeda.

 Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani, al-
Ta'rifdt, Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, 1405,
hlm. 53.

2 Abd al-Rahman bin Muhammad bin Khaldun,
Mugaddimah Ibn Khaldun, hlm. 337.
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dengan itu adalah apa yang diungkapkan
oleh al-Mawardi yang mengatakan bahwa
imamah atau kepemimpinan adalah
penggantian peran kenabian dalam menjaga
agama dan dunia.’’Ada definisi-definisi
yang disebutkan oleh ulama lain,”* namun
semuanya hampir bermuara pada hal yang
sama yaitu bahwa imamah diwujudkan
guna menegakkan kemaslahatan dunia dan
akhirat bagi seorang hamba.

Definisi yang ada dapat diketahui
beberapa hal terkait dengan gambaran
seorang pemimpin dalam Islam, yaitu: (a)
seorang pemimpin adalah figur umum yang
akan diikuti dan menjadi panutan bagi
orang yang berada di bawah
kepemimpinannya; (b) ketika seorang
pemimpin adalah panutan, maka ia harus
bisa memberikan contoh terbaik, baik
dalam menjalankan perintah maupun
meninggalkan larangan; dan (c) seorang
pemimpin adalah orang yang menguasai
agama sekaligus mengetahui tentang
pengaturan dan tata kelola masalah
kehidupan dunia.

Kata e 5) berasal dari kata 2 ) yang
berarti menggembala, dan orang yang
menggembalakan sesuatu disebut dengan
23,2150 yang notabene adalah sinonim dari
kata as¥!  yang berarti pemimpin.
Sedangkan Ze 5V adalah yang digembalakan
dan dalam konteks manusia 4ie 3l berarti
masyarakat umum yang memiliki seorang
pemimpin yang bertugas untuk mengatur
segala  urusan dan  memperhatikan
kemaslahatan  mereka.”*  Dianalogikan

' ‘Ali bin Muhammad bin Muhammad al-

Mawardi, al-Ahkam al-Sulthdniyyah, Kairo: Dar

al-Hadis, him. 3.

Seperti al-Hilli, al-Ashbahani, dan al-Qausyaji

(lihat: Rusydi ‘Ulyan, al-Islam wa al-Khilafah,

Baghdad: Dar al-Salam, 1976, him. 19.)

# IbrahimAnis, Abd al-Halim Muntashir,dll., al-
Mu’jam al-Wasith, 1972, hlm. 380.

" Ibid, him. 380.
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demikian karena keadaan masyarakat yang
tidak bisa hidup tanpa pemimpin, karena
ketiadaan pemimpin akan membuat
kehidupan mereka berantakan dan tidak
beraturan. Abd al-Karim Zaidan berkata :

“Ra'iyyah adalah mereka yang
berada di bawah orang-orang
yvang diberikan kekuasaan oleh
syara’ untuk memelihara dan
melindungi  mereka.  Sehingga
termasuk ke dalam makna al-Ra'i
adalah penguasa dan hakim serta
seluruh pemimpin dalam segala
amal dan pekerjaan dan setiap
orang yang memiliki kekuasaan
terhadap orang lain. Oleh karena
itu, siapa saja yang memegang
kekuasaan atas manusia harus
bertindak dengan tindakan yang
dilakukan dalam rangka mewujud-
kan kemaslahatan buat mereka,
karena ia tidak memimpin mereka
dan  tidak  pula  diberikan
kekuasaan kecuali untuk melayani
orang-orang yang berada di
bawah kekuasaannya, menegakkan
keadilan, dan berusaha untuk
merealisasikan kemaslahatan serta
kebaikan untuk mereka. Berdasar-
kan hal ini, maka tindakan seorang
pemimpin (baik penguasa ataupun
orang-orang  yang memiliki
kepemimpinan  selainnya) tidak
akan  terwujud secara syar’i
kecuali jika tujuannya adalah
untuk merealisasikan kemaslahat-

.25
an untuk manusia” .

Abd al-Karim Zaidan menekankan
pada tiga hal pokok yang harus dilakukan
oleh seorang pemimpin, yaitu: (a) melayani

orang-orang yang berada di bawah
kepemimpinannya; (b) menegakkan
keadilan; dan (©) merealisasikan

kemaslahatan untuk manusia. Dan hal ini

» Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Syarh al-
Qawa’id al-Fighiyyah, Beir(t: Muassasah al-
Risalah, 2004, hlm. 122.
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bisa  dijadikan sebagai  barometer
keberhasilan sebuah kepemimpinan; jika
sang pemimpin mampu melayani orang
yang dipimpinnya, bisa berbuat adil dan
dapat membaca serta menghasilkan
kebijakan yang berpihak pada
kemaslahatan rakyat atau orang yang
berada di bawah kepemimpinannya, maka
ia dapat dikatakan sebagai seorang
pemimpin yang berhasil.

Kata b3 dalam bahasa Arab berasal
dari kata LU yang berarti
menggantungkan®®, sehingga dari susunan
kalimat dalam kaidah itu dapat dipahami
bahwa makna dari kata k34 di sana adalah
adanya keterikatan atau ketergantungan
dari sebuah tindakan atau kebijakan
seorang pemimpin dengan kemaslahatan
bagi orang yang berada di bawah
kepemimpinannya.

Definisi Mashlahah #las berasal
dari kata zlia — Clw yang kemudian
mengalami tashrzf (perubahan bentuk kata)
menjadi \3ka atau 4slas yang dalam
bahasa Arab memiliki arti tidak memiliki
bahaya,”’ atau lawan dari bahaya.?®

Secara istilah, ada beberapa definisi
yang disebutkan oleh para ulama tentang
mashlahah. Imam  Ghozali
mengatakan  bahwa  maslahat

misalnya

adalah
menjaga maqdshid syari’ah (tujuan dari
adanya syari’ah) itu sendiri. Dan magqdshid
syari’ah atas manusia ada lima, yaitu
menjaga agama, jiwa, akal, nasab

% IbrahimAnis, Abd al-Halim Muntashir,dll., al-
Mu’jam al-Wasith, 1972, him. 1004.

27 brahim Anis, Abdul Halim Muntashir,dll., al
Mu’jam al Wasith, 1972, hlm. 545.

% Al-Thahir Ahmad al-Zawi, Tartib al-Qdmiis al-
Muhith ‘ala Tharigat al-Misbah al-Munir wa
Asds al-Baldghah, Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub,
1996, him. 839; Ibn al-Mandzir, Lisan al-‘Arab
al-Muhith, BeirGt: Dar Lisan al-‘Arab, hlm. 462;
Muhammad bin Abi Bakr bin Abd al-Qadir al-
Razi, Mukhtdr al-Shihdh, Beirt: al-Maktabah
al-‘Ashriyyah, 2004, hlm. 351.
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keturunan, dan harta mereka; sehingga
segala yang mengandung penjagaan
terhadap lima hal pokok ini adalah

maslahat, dan segala yang mengabaikan
masalah pokok ini adalah mafsadah serta
menolak atau menghilangkannya adalah
bagian dari maslahat®”® Di samping al-
Ghozali, al-Khowarizmi juga memberikan
definisi ~ tentang  maslahat  dengan
mengatakan, yang dimaksud dengan
maslahat adalah memelihara magdshid
syariah dengan menghindarkan mafsadah
(kerusakan) pada manusia.”

Dua variabel terpenting yang
merupakan inti dalam kaidah figih yang
agung ini adalah kata A%Y) yang berarti
pemimpin dan kata Aaliaal) yang sudah
diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan
arti maslahat atau manfaat.

2. Penerapan Kaidah Fiqih
“adady byt e Lo th Cas”

Kaidah figith yang terkait dengan
kepemimpinan seseorang terhadap orang
lain ini, sangat erat kaitannya dengan
segala bentuk kepemimpinan, terutama
dengan kepemimpinan yang menyangkut
kehidupan orang banyak. Sehingga kaidah
ini memberikan batasan pasti terhadap
kepemimpinan dalam bentuk perintah bagi
orang yang memimpin untuk melakukan
segala tindakan dengan dasar maslahat
yang ingin diraih untuk semua orang yang
ada di bawah kepemimpinannya; sekaligus
adanya larangan bagi mereka untuk
melakukan tindakan yang dapat
mendatangkan bahaya atau kerugian bagi
orang-orang yang dipimpinnya.

* Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, al
Mustashfa fi Ushil al-Figh, Beirit: Muassasah
al-Risélah, 1997, hlm. 378-379.

Muhammad bin ‘Ali al-Syaukéni, Irsydd al-
Fuhul 1l Tahqiq al-Haq min ‘llm al-Ushiil,
Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2000, hlm. 990.
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Diantara penerapan kaidah ini adalah
apa yang telah disebutkan oleh al-Suyuthi
dalam  al-Asybah  wa al—Naafhdir,3 !
diantaranya adalah: (a) ketika seorang
pemimpin membagi harta zakat kepada
delapan  ashndf  (kelompok)  yang
merupakan para mustahiq (yang berhak
menerima zakat), maka ia tidak boleh
mengutamakan salah satu kelompok dari
yang lainnya ketika kebutuhan mereka
sama;>> (b) jika seorang pemimpin hendak
memakzulkan sebagian dari tentaranya
karena sebab tertentu, maka hal itu
diperbolehkan, namun jika tanpa ada sebab
yang melatarbelakanginya tidak diper-
bolehkan; dan (c) sebagaimana yang
disebutkan  oleh  al-Mawardi,” tidak
bolehnya seorang pemimpin mengangkat
orang yang fasiq sebagai imam dalam
shalat, walaupun kami berpendapat
tentang sahnya shalat di belakang mereka,
karena hal itu hukumnya makruh. Dan
seorang pemegang kekuasaan diwajibkan
untuk memperhatikan kemaslahatan orang
yang dipimpinnya, dan tidak ada
maslahatnya ketika ia mengajak kepada hal
yang makruh hukumnya.

Di samping contoh di atas, penerapan
kaidah ini juga dapat dilihat dalam
pengutusan para pengambil harta zakat
yang telah dilakukan oleh Rasulullah * dan

' Abd al-Rahman bin Abi Bakr al-Suyithi,al-
Asybdah wa al-Nadzdir, Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
1990, hlm. 121

Ulama lain yang juga menyebutkan contoh ini

adalah Muhammad bin Abd Allah al-Zarkasyi

dalam al-Mantsir fi al-Qawa’id, hlm. 309/1.

3 Al-Suyuthi mengikuti pendahulunya  dari
madzhab Syafi’i yaitu Muhammad bin Bahadir
al-Zarkasyi yang juga menyandarkan pernyataan
tersebut kepada Imam al-Mawardi; sayangnya
pendahulunya ini tidak menyebutkan dimana al-
Mawardi menyebutkan hal tersebut sehingga
penulis tidak mendapati sumber asli dari
pernyataan itu, dan penulis tidak menemukannya
pula dalam kitab al-Ahkam al-Sulthdniyyahkarya
beliau.
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para sahabatnya serta para pemimpin kaum
muslimin yang mengikuti jejak mereka.
Petugas-petugas zakat yang diangkat
Nabi # diantaranya ialah Ibn Lutaibiyah,**
Abu Mas’ud, Abu Jahem, Ugbah bin Amir,
Dhahhak, Ibn Qais dan Ubadah bin Shamit.
Petugas zakat tersebut dinamai mushaddiq
atau sa’i. Perbuatan Nabi tersebut
diteruskan oleh para khalifah empat.
Mereka mengadakan
(petugas) untuk mengumpulkan zakat.”
Orang-orang yang diutus
untukmengambil  harta  zakat  oleh
Rasulullah # yang dikenal dengan al-Su’dah
atau al-Jabi dan para khalifah setelah
beliau serta pemimpin kaum muslimin yang

semua amalah

mengikuti  mereka®®  dilandasi  oleh
kepiawaian mereka sebagai  seorang
pemimpin yang mampu melihat

kemaslahatan yang dibutuhkan oleh orang-
orang yang berada di bawah
kepemimpinannya sehingga amanah yang
telah diterimanya menuntut mereka untuk
mengambil kebijakan yang tepat sesuai
dengan maslahat yang dibenarkan oleh
syari’ah.Dan mengirimkan orang-orang
tertentu sebagai para pengambil harta zakat
dari para aghniya dan kemudian mereka
juga bertugas untuk mendistribusikannya
kepada  para  mustahig, = merupakan
kebijakan yang sesuai dengan kemaslahatan
kaum muslimin. Karena di samping mereka
mempermudah  para dalam
mengeluarkan dan mendistribusikan harta
zakatnya, mereka juga telah membantu para

muzakki

' Ada beberapa sumber yang menyebutnya ibn

Lutaibah, ibn Lutaibiyyah, ibn Labinah dan ada
pula yang menyebutnya Ibn al-Lutbiyyah. Dan
yang lebih masyhur adalah penyebutannya
dengan ibn Lutaibiyyah.
M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat,
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hlm. 52.
Dan belakangan ini para pengambil zakat lebih
dikenal dengan istilah Amil Zakatsaja, sesuai
dengan apa yang disebutkan dalam surat al-
Taubah ayat 60.
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mustahiq untuk mendapatkan hak mereka.
Dan perputaran dana zakat yang ada tentu
saja akan memberikan dampak
perekonomian terhadap kehidupan kaum
muslimin secara lebih luas.

Sebagai  sebuah
memiliki  pemerintahan
pemerintah Indonesia memiliki wewenang
untuk mengatur dan membuat undang-
undang yang dimaksudkan untuk mencapai
kemaslahatan bersama bagi seluruh warga
negaranya. Melihat dan menimbang bahwa
segala  hal yang  terkait dengan
kemaslahatan hidup tiap warga negara
menjadi kewajiban setiap pemimpin yang
telah menerima amanah dari rakyat untuk
memenuhi kemaslahatan mereka.

Salah satu pranata hukum syari’at
Islam yang terkait dengan ekonomi
kerakyatan adalah syari’at zakat; dimana
Allah telah mewajibkan kepada setiap
orang yang memiliki jenis harta tertentu
dalam jumlah tertentu untuk mengeluarkan
sejumlah tertentu dari hartanya tersebut
untuk orang-orang yang telah ditentukan
dalam syari’at tersebut.

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah
dilakukan semenjak awal Islam masuk dan
berkembang di baik oleh
individu maupun kelompok atau institusi
tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama
di dunia dan di Indonesia sepakat bahwa
sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh
pemerintah.’” Karena sebuah pemerintahan
dalam Islam bertindak sebagai wakil dari
seluruh masyarakat dan warga negaranya,
sehingga  mereka  harus  membantu
mewujudkan segala kebutuhan mereka,

Negara  yang

yang  sah,

nusantara,

7 Indonesia Zakat Development Report 2009,
IMZ: Jakarta, 2009, hlm. 2, sebagaimana yang
dikutip dari Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam
Pereckonomian Modern, Jakarta: Gema Insani
Press, 2006, tanpa menyebutkan halaman,
namun penulis tidak mendapati kalimat tersebut
dalam buku itu.
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terutama dalam hal ini adalah hak fakir
miskin dalam mendapatkan harta dari
orang-orang kaya yang berkewajiban
mengeluarkan zakat hartanya.
Ketika  mengomentari
Abbas
diutusnya Mu’adz bin Jabal ke Yaman,
Ibn Hajar al-‘Asqalani # mengatakan,
“Hadits ini dijadikan dalil bahwa
para penguasalah yang mem-
punyai  hak dalam mengelola
zakat, dalam  hal menerima
ataupun membaginya, baik
dilakukan oleh sendiri, maupun
dengan mengadakan naib (wakil)
nya. Dan terhadap mereka yang
enggan membayar zakat, para
penguasa dapat mengambilnya
secara paksa”.’

haditsIbn

yang meriwayatkan tentang
38

Meskipun secara prinsipil, seorang
muslim dibolehkan untuk mengelola dana
zakatnya sendiri atau membayarkannya
kepada pemerintah yang berkuasa; namun
seluruh kaum muslimin sepakat bahwa
maslahat untuk orang banyak tentu lebih
didahulukan daripada maslahat untuk
pribadi maupun sekelompok orang saja.
Disinilah letak peran yang harus dilakukan
oleh pemerintah sebagai institusi yang

¥ Hadits yang dimaksud adalah Sabda Rasulullah *
kepada Mu’adz %
Ajaklah mereka untuk bersyahadat bahwa tidak
ada Ilah (yang berhak untuk diibadahi) kecuali
Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah; jika
mereka mentaatimu dalam hal itu, maka
beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah
mewajibkan kepada mereka shalat lima kali
dalam sehari semalam; jika mereka mentaatimu
dalam hal itu, beritahukanlah kepada mereka
bahwa Allah mewajibkan zakat pada harta
mereka yang diambil dari orang-orang kaya
mereka untuk kemudian dikembalikan kepada
orang-orang miskin diantara mereka. (lihat:
Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Shahih al-
Bukhari, Dar Thauq al-Najah, 1422, him. 104/2
dalam bab Kewajiban Zakat).

" Ahmad bin‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, Fath al-
Bdari Syarh Shahih al-Bukhdri, Riyadh: Dar al-
Salam, 2000, hlm. 453/3.
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memiliki kewenangan untuk mengatur
warga negaranya sehingga kemaslahatan

umum seluruh warga negara dapat
terealisasikan.

Kalau  kita  perhatikan  peran
pemerintah Indonesia dalam
memperhatikan ~ kemaslahatan ~ warga

negaranya, terutama terkait dengan masalah
sosial dan kesejahteraan warga negara yang
juga memiliki keterkaitan dengan masalah
pengelolaan zakat dalam Islam, kita akan
dapati beberapa perkembangan yang telah
ditempuh oleh pemerintah. Hal ini dapat
dilihat dari sejak disahkannya UUD 1945
hingga disahkannya UU no.23 tahun 2011.

Dari sini dapat dipahami bahwa pada
dasarnya  pengelolaan  zakat  yang
dicetuskan  untuk dilakukan oleh
pemerintah Indonesia adalah langkah yang
tepat yang sudah memiliki pijakan dan juga
telah dilakukan oleh beberapa negara Islam
di dunia.

Ketika menafsirkan kata * Calelall
lgle” dalam firman Allah 1 pada surat al-
Taubah ayat 60, Imam al-Qurthubi
vmenyatakan bahwa ‘amil adalah al-su’ah
atau al-jubah yaitu orang-orang yang diutus
oleh imam untuk mengambil zakat.*'Hal
itulah yang telah dipraktekkan oleh
pemimpin umat sekaligus penutup para
nabi, Rasulullah Muhammad ° yang telah
mempekerjakan salah seorang dari al-Asd
yang biasa dipanggil dengan bin al-

% Yaitu firman Allah I yang berbunyi:
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk
orang-orang  fakir,  orang-orang  miskin,
pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah
dan untuk mereka yuang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang
diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui
lagi Maha Bijaksana.

' Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-
Qurthubi, al-Jami’ i Ahkam al-Qur’dn,Kairo:
Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964, hlm. 177/8.
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Lutbiyyah untuk mengambil zakat dari
kabilah Bani Sulaim* dan juga pernah
mengutus Ali bin Abi Thalib untuk
mengambil zakat dari negeri Yaman,
sekaligus pernah memberikan kuasa yang
sama kepada sekelompok orang dari Bani
Hasyim dan juga para khalifah setelah itu.*?
Diantara khalifah yang pernah diutus untuk
kepentingan ini adalah khalifah Umar bin
Khathab. Imam al-Nawawi # menyebutkan
adanya riwayat dari Imam Bukhari dan
Muslim dari Abu Hurairah # bahwa
Rasulullah % mengutus Umar bin
Khaththab® # untuk mengambil harta
zakat. Dan dalam shahihain  juga
diriwayatkan dari Sahl bin Sa’d bahwa
Rasulullah # mengangkat Ibn Labinah
untuk mengambil zakat.*’

3. Implikasi Kaidah Fiqih
Misladly B3t g Lo ) S5
Terhadap Peran Negara dalam
Pengelolaan Zakat
Sebagai agama yang telah Allah &
sempurnakan, agama Islam menghendaki
agar setiap aktivitas manusia dilandaskan

2 Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, Shahih
Bukhari, Dar Thauq al-Najah, 1422, him. 130/2.
Dalam bab firman Allah [: “lle cplalall 2

“ Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-

Qurthubi, al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, hlm.

178/8.

Menurut al-Arif, amil ada dua macam, yaitu: (a)

amil yang berdomisili di dalam kota Madinah,

statusnya bersifat free-lance, tidak memperoleh
gaji tetap hanya kadang-kadang memperoleh
honorarium sebagai balas jasa atas kerjanya
dalam pendayagunaan zakat. Diantara sahabat

Nabi yang pernah berstatus demikian adalah

Umar bin Khaththab; dan (b) amil yang tinggal

di luar kota Madinah; status mereka adalah

sebagai wali pemerintah pusat (pemerintah

daerah) yang merangkap menjadi amil. Diantara
sahabat yang pernah menduduki jabatan ini
adalah Mu’adz bin Jabal. (lihat: M. Nur Rianto
al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Solo: Era

Adicitra Intermedia, 2011, hlm. 268).

Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Majmu’ Syarh

al-Muhadzdzab, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 167/6.
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pada landasan yang benar, agar aktivitas-
aktivitas itu bisa bernilai ibadah di sisi
Allah & Landasan-landasan itu bisa berupa
dalil langsung (nash) baik dari al-Qur’an

maupun al-Sunnah atau dalil-dalil lain yang
telah melewati proses penggalian hukum
(istinbdth al-ahkam) yang dilakukan oleh
para ulama terhadap ayat atau hadits
Rasulullah # tentang berbagai permasalah-
an yang ada.

Kepemimpinan merupakan salah satu
ajaran Islam yang sangat penting. Ia
mendapatkan perhatian yang cukup besar
dalam Islam; bahkan ia dikaitkan dengan
seluruh pribadi muslim dan muslimah
sebagaimana yang terdapat dalam riwayat
yang disebutkan dari Abdullah bin Umar &2
bahwa Rasulullah % bersabda:

sdes B Jginag ¢l 2SIS
Setiap kalian adalah pemimpin
dan akan dimintai pertanggung-

jawaban atas yang dipimpinnya.
(HR. Bukhari)

Di samping dibebankan kepada
masing-masing  pribadi
muslimah, kepemimpinan juga dituntut
untuk dapat terwujud dalam lingkup kecil
sebuah komunitas manusia sebagaimana
yang telah diperintahkan oleh Rasulullah £
kepada kaum muslimin untuk menjadikan
salah seorang dari mereka

muslim  dan

menjadi
pemimpin jika ada tiga orang yang
melakukan  safar  atau
Rasulullah % bersabda:

(,J&J\:-\\ j.fb,a.wdm)/\.’cﬁ\;\
Jika ada tiga orang yang melakukan
perjalanan, maka jadikanlah salah

perjalanan.

4 Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim al- Bukhari,
al-Jami’ al-Shahih, Kairo: Déar al-Sya’b, 1987,
hlm. 157.
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seorang  menjadi  amir  dari
mereka."” (HR. Abu Daud)

Jika dalam keadaan perjalanan yang
bersifat temporer dalam kehidupan seorang
mereka  diperintahkan untuk
menjadikan salah seorang dari mereka
menjadi imam atau pemimpin, maka untuk
menetapkan kewajiban adanya seorang
pemimpin dalam komunitas yang lebih
besar dan dalam keadaan menetap pada
sebuah tempat atau wilayah dapat
diberlakukan satu istilah yang
dipergunakan ulama wushul figih dalam
menggali sebuah hukum dalam hal ini yaitu

muslim,

qiyas al-aula, yaitu qiyas yang lebih
mengharuskan hukum yang telah ada pada
masalah pokok terwujud pada sesuatu yang
digiyaskan kepadanya.** Artinya bahwa
illah al-hukm*yang ada pada masalah yang
digiyaskan lebih kuat daripada illah al-
hukm yang ada pada masalah pokok yang
sudah ada hukumnya.*

Kebutuhan  terhadap  keberadaan
seorang pemimpin mutlak diperlukan,

karena pemimpin dapat menentukan
kebijakan strategis demi kepentingan
bersama, sekaligus bertindak sebagai

penegak hukum atau aturan jika terjadi
pelanggaran di dalamnya.Hal inilah yang
membuat Ibn Taimiyyah mendasarkan

urgensi penetapan negara dan

Abu Daid Sulaiméan bin al-Asy’ats al-Sajastani,
Sunan Abi Daiid, Beirat: Dar Bin Hazm,
1998,hlm. 402.

* Muhammad bin Shélih al-Utsaimin, Syarh
Nadzm al-Waraqdt, Maktabah al-Anshar, 2003,
hlm. 174.

Yaitu suatu sifat atau keadaan yang terdapat
pada sesuatu yang telah ada ketentuan
hukumnya, yang membuat hukum itu dilekatkan
kepadanya. (lihat: ‘Abd al-Karim Zaidan, al-
Wajiz fi Ushiil al-Figh, BeirGt: Muassasah al-
Risalah, 2004, hlm. 154)

0 <Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ushil al-
Figh, Beirlit: Muassasah al-Risalah, 2004, hlm.
172.
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kepemimpinan dalam sebuah negara
sebagai salah satu kewajiban dari agama
Islam pada riwayat yang menyebutkan
perlunya seorang pemimpin dalam sebuah
perjalanan jauh yang dilakukan oleh tiga
orang.

A.A. Islahi mengutip penjelasan Ibn
Taimiyyah tentang hadits Abi Sa’id al
Khudri # di atas yang mengatakan bahwa
jika seorang pemimpin dibutuhkan dalam
sebuah perjalanan, sungguh merupakan
perintah untuk memiliki seorang pemimpin
pula untuk mengatur sebuah asosiasi
banyak orang yang sangat besar.”'

Di samping itu, Ibn Taimiyyah %%
telah menyusun sebuah buku yang berjudul
al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Ishlah al-Ra'i
wa al-Ra'iyyah (politik yang sesuai dengan
syari’at dalam rangka ~memperbaiki
pemimpin dan rakyat) yang diinspirasi oleh
dua ayat dari firman Allah & dalam surat
al-Nisa yang beliau sebut dengan ayat al-
umara’ (ayat yang berbicara tentang
pemimpin).**

' A.A. Islahi, Konsepsi Ekonomi Ibn Taimiyyah,
Surabaya: Bina [lmu, 1997, him. 215-216.

Ibn Taimiyyah 4% berkata, ‘Buku ini didasarkan
pada ayat al wumara’ (ayat tentang para
pemimpin) dari Kitabullah, yaitu firman Allah
¥ dalam surat al-Nisa ayat 58 dan 59:
Sesungguhnya  Allah  menyuruh  kalian
menyampaikan amanat kepada yang berhak
menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila
menetapkan hukum di antara manusia supaya
menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya
Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya
kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Mendengar lagi Maha Melihat. Hai orang-orang
yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kalian. kemudian
jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu,
maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran)
dan Rasul (sunnahnya), jika kalian benar-benar
beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang
demikian itu lebih utama (bagi kalian) dan lebih
baik akibatnya.

(lihat: Ahmad bin ‘Abd al-Halim bin ‘Abd al-
Salam bin Taimiyyah, al-Siydsah al-Syar’iyyah
fi Ishlah al-Rad'i wa al-Ra'iyyah, Dar ‘Alam al-
Fawa’id, hlm. 5).
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Selain dari ayat dan hadits-hadits
shahih yang berbicara tentang
kepemimpinan, sejarah Islam juga telah
mencatat bagaimana Rasulullah #:2 telah
mencurahkan segala kemampuannya untuk
mewujudkan satu sistem kepemimpinan
yang telah beliau tunjukkan melalui ucapan
dan perbuatan dalam memimpin para
sahabat hingga mereka dapat melewati
masa-masa sulit di awal keislaman dan
menancapkan pengaruh yang sangat kuat
terhadap mereka untuk menjadi para
pemimpin masa depan.

Meskipun secara umum kata aaY
memiliki makna seorang pemimpin baik
dalam lingkup kecil seperti dalam safaratau
bepergian maupun dalam lingkup yang luas
yaitu konteks pemimpin sebuah negara atau
bahkan lebih luas dari keduanya adalah
menjadi pemimpin dunia Islam bagi
seluruh kaum muslimin; namun dalam
pembahasan-pembahasan ~ para
terutama yang tercantum dalam buku-buku
Fiqih tentang kepemimpinan ini, kata alY)
lebih cenderung digunakan untuk makna
kepemimpinan seseorang bagi seluruh
kaum muslimin yang dikenal dengan istilah
al-imamah al- ‘udzma (kepemimpinan yang
agung) seperti yang ditulis oleh al-Mawardi
dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah ketika
beliau membahas tentang al-Imamabh.

Namun demikian, dalam al-Qur’an
sendiri, kata A&Y! yang disebutkan dalam
dua bentuk yaitu bentuk tunggal dan bentuk
plural nya digunakan untuk menunjukkan
banyak makna, dan semua bentuk kata
yang memiliki makna pemimpin,hanya
memberikan gambaran makna umum dari
kata tersebut yaitu seorang pemimpin yang
diberi amanah untuk memimpin orang lain
baik dalam hal kebaikan maupun
keburukan.Artinya  kata 2y tidak
menunjukkan adanya makna yang lebih
spesifik, dan itu selaras dengan apa yang

ulama
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telah disebutkan dalam beberapa riwayat
hadits yang menyebutkan kata oY) atau
kata lain yang semakna dengannya seperti
kata Y atau bentukan kata darinya
sebagaimana sabda Rasulullah * saat haji
wada’ yang dikisahkan Ummu Yahya bin
Hushain:
315 ddshbls 5;;5»\5 A8 @ gy
(=3 55 o
manusia,  bertakwalah
kalian kepada Allah; dengar-
kanlah  dan  taatlah  kalian,
walaupun yang memimpin kalian
adalah  seorang  budak  dari
Habasyah yang berambut keriting

selama dia menegakkan kitabullah
di tengah-tengah kalian.”

Wahai

Selain kata a=Y), dalam al-Qur’an ada
kalimat yang memlllkl makna senada yaitu
kalimat ,&¥) ) ;\, yang berarti orang yang
memiliki kewenangan. Dimana seorang
pemimpin sendiri adalah orang yang telah
diamanahkan  kepadanya  kewenangan
untuk memimpin orang lain.

Allah & berfirman dalam surat al-
Nisa ayat 59:

“Hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara
kalian. Kemudian jika kalian
berlainan  pendapat  tentang
sesuatu, maka kembalikanlah ia

kepada Allah (al-Quran) dan
Rasul-Nya  (sunnahnya),  jika
kalian  benar-benar  beriman

kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu lebih utama
(bagi kalian) dan lebih baik
akibatnya”.

3 Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Hanbal,
Musnad al-Imam Ahmad, Muassasah al-Risalah,
2001, hlm. 235/45 bab Hadits Ummu al-Hushain
al-Ahmashiyyah.
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Menurut  Imam  al-Bukhari
sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn
Katsir # dalam tafsirnya, bahwa yang
melatarbelakangi (Asbab  al-
nuziul) ayat ini adalah ketika Rasulullah °
mengutus salah seorang sahabat yang
bernama Abdullah bin Hudzafah # dalam
salah satu peperangan.’*

Ibn Jarir ¢ juga menyebutkan sebuah
riwayat dari al-Suddi tentang sebab
turunnya ayat ini, bahwa Rasulullah
mengutus sebuah pasukan perang yang
dipimpin oleh Khalid bin Walid a dan
dalam pasukan itu ada juga Ammar bin
Yasir #. Dalam perjalanannya, terjadi
perselisihan antara Khalid dan Ammar
tentang salah seorang yang telah masuk
Islam di hadapan Ammar bin Yasir dan
tetap dirampas hartanya oleh Khalid karena
ketidaktahuan Khalid atas keislaman orang
tersebut. Dan ketika perselisihan mereka

turunnya

diketahui oleh Rasulullah # Allah
mewahyukan kepada beliau tentang

kewajiban mereka untuk taat kepada Allah,
Rasul-Nya dan pemimpin yang ada diantara
mereka.”

Setelah  menyebutkan  berbagai
riwayat terkait dengan turunnya ayat 59
dari surat al-Nisa di atas, Ibn Katsir v
menguatkan bahwa yang dimaksud dengan
2 Js dalam ayat ini mencakup para
ulama (ahli agama) dan wmara (para
pemimpin).’®

Tafsir untuk kata yang sama juga
dikemukakan oleh Muhammad bin Jarir al-
Thabariv dalam Jami’ al-Bayan, bahkan
beliau menyebutkan empat makna dari kata

" Isma’il bin‘Umar bin Katsir, Tafsir al-Qur’dn

al-‘Adzim, BeirQt: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1419, hlm. 301.

Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami’ al-Bayadn
fi Ta’wil al-Qur’an, Mu’assasah al-Risalah,
2000, hIm. 498-499.

Isma’il bin‘Umar bin Katsir, Tafsir al-Qur’an
al- ‘Adzim, hlm. 304.
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S A yaitw: (a)  al-umara’ (para
pemimpin); (b) ahl al-ilm wa al-figh (ahli
ilmu dan figih atau para ulama); (c) para
sahabat Nabi Muhammad :£; dan (d) Abu
Bakar dan Umar #. Setelah menyebutkan
keempat tafsir kata L& I j, beliau
mengatakan bahwa yang lebih mendekati
kebenaran adalah  pendapat yang
mengatakan bahwa makna )f\j‘ g“_é;\ dalam
ayat ini adalah para pemimpin. Yang juga
didasarkan pada adanya riwayat dari Nabi
# yang memerintahkan untuk mentaati para
pemimpin dan wali dalam ketaatan kepada
Allah dan dalam hal-hal yang mengandung
maslahat bagi kaum muslimin.”’

Dari kedua riwayat yang menyebut-
kan tentang latarbelakang turunnya ayat ini
dan juga tafsir dari para ulama, dapat
diketahui bahwa ayat ini juga memberikan
gambaran makna umum dari seorang
pemimpin dan tidak dikhususkan untuk
pemimpin yang memiliki tingkat teritorial
wilayah  kekuasaan tertentu. Karena
Rasulullah # juga menyebut orang yang
memimpin tiga orang dalam safar sebagai
imam. Bahkan Beliau juga menyatakan
bahwa masing-masing manusia adalah
pemimpin bagi dirinya sendiri; Sehingga
kata oYl dapat digunakan untuk
menunjukkan segala jenis kepemimpinan
yang ada.

‘Abd al-‘Aziz Muhammad Azzam
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan
22y bisa jadi adalah seorang pemimpin
untuk kaum muslimin di seluruh penjuru
dunia seperti al-Khulafd al-Rdsyidin atau
para pemimpin setelah mereka seperti para
pemimpin negara-negara Islam atau juga
setiap pemimpin atau pemimpin yang

37 Muhammad bin Jarir al-Thabari, Jami’ al-Baydn
fi Ta’wil al-Qur’an, hlm. 497-502.
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diberikan wewenang tertentu dalam sebuah
negara.”®

Al-Nadawi juga mengungkapkan hal
yang serupa, beliau mengatakan bahwa
kaidah ini memberikan rambu-rambu
batasan dalam bersikap bagi para hakim,
imam, wali dan selain mereka dalam segala
kebijakannya. Dan kaidah ini adalah kaidah
yang sudah dikenal dan bersifat umum,
berlaku pada para hakim dan wali
sebagaimana ia juga berlaku pada keluarga
dan kepemimpinan di dalamnya.”

Kepemimpinan sendiri dalam Islam
diproyeksikan untuk melanjutkan peran
kenabian dalam memelihara agama dan
mengatur dunia, dimana memberikan
amanah kepada orang yang mampu
menjalankan tugas di atas (memelihara
agama dan mengatur dunia) dalam tubuh
umat merupakan satu kewajiban yang
sudah menjadi ijma’ (konsensus para
ulama).®

Ibn Taimiyyah #¥ mengatakan bahwa
tujuan inti dari sebuah kekuasaan adalah
memperbaiki agama manusia yang ketika
mereka kehilangan hal itu, mereka akan
menjadi manusia yang benar-benar merugi
dan tidak lagi dapat menikmati berbagai
kenikmatan duniawi; dan memperbaiki sisi
duniawi manusia yang menjadi penopang
agama mereka yang terdiri dari dua hal,
yaitu pembagian harta kepada yang berhak
menerimanya dan memberi hukuman
kepada orang-orang yang melakukan
pelanggaran.®!

% Abd al-Aziz Muhammad Azzam, al-Qawad id al-
Fighiyyah, Kairo: Dar al-Hadis, 2005, hlm. 260.

% Ali Ahmad al-Nadawi, al Qawd’id al Fighiyyah,
Mafhumuhd, Nasyatuhd, Tathawwaruha,
Dirdsatu Muallafdtiha, Adillatuha,
Muhimmatuhd, Tathbigdtuha,hlm. 265-266.

% Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, al-
Ahkam al-Sulthaniyyah, Kairo: Dar al-Hadis,
2006, hlm. 15.

' Ahmad bin ‘Abd al-Halim bin ‘Abd al-Salam
bin Taimiyyah, al-Siyasah al-Syar’iyyah fi
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Dan agama Islam sebagai agama
yang sesuai dengan fitrah manusia,®” telah
menjadikan maslahat atau manfaat sebagai
tujuan  utama  dari  lahirnya  dan
diberlakukannya berbagai macam aturan
dalam kehidupan manusia; sehingga setiap
aturan yang dibuat oleh pemegang
wewenang atau yang telah diamanahi untuk
mengatur kehidupan manusia di muka bumi
juga harus mengacu pada ada tidaknya
manfaat bagi manusia itu sendiri ketika
aturan tersebut diberlakukan kepada
mereka.

Menurut para ulama ushul fiqih,
manfaat (utility) dapat diperoleh melalui
dua hal yaitu jalb al-mashalih atau upaya
untuk menghasilkan maslahat dan dar’ al-
mafdsid yang berarti menolak bahaya atau
kerusakan. Sehingga dapat ditegaskan
bahwa kebijakan yang diberlakukan oleh
seorang pemimpin harus mengacu pada
tercapainya manfaat atau tertolaknya
bahaya dari orang-orang yang berada di
bawah tanggungjawab kepemimpinannya.

Adapun yang dapat dijadikan sebagai
tolak ukur dalam menentukan manfaat atau
bahaya pada suatu kebijakan yang hendak
diambil adalah®:

a. Tercapainya tujuan syari’ah
(magdshid al-syari’ah) yang
diwujudkan dalam bentuk
terpeliharanya lima kebutuhan dasar

(al-dharariyydat  al-khams), yaitu

Ishlah al-RA'i wa al-Ra'iyyah, Dar Alam al-
Fawa’id, hlm. 30-31.

Dalil yang menunjukkan bahwa Islam adalah
agama yang sesuai dengan fitrah manusia adalah
firman Allah ¥ dalam surat al-Rum ayat 30:
Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus
kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah
yang telah menciptakan manusia menurut fitrah
itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.
(Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan
manusia tidak mengetahui.
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kebutuhan yang terkait dengan
agama, akal, jiwa, harta, dan
keturunan.

b. Maslahat yang ingin diwujudkan
tidak bertentangan dengan nash (dalil
syar’i baik dari al-Qur’an maupun al-
Hadits). Oleh karena itu, maslahat
tidak boleh bertentangan dengan
nash.

Dari kedua hal di atas, dapat
dipahami bahwa validitas sebuah maslahat
yang akan dijadikan landasan dalam
memutuskan sebuah kebijakan harus
mengacu pada tercapainya tujuan syari’ah
dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an
dan hadits Rasulullah *. Hal ini diperkuat
dengan konsep yang telah disepakati oleh
para ulama bahwa adanya syari’at yang
mengatur kehidupan manusia adalah untuk
kemaslahatan manusia itu sendiri. Konsep
ini memberikan satu pengertian bahwa
setiap syari’at yang Allah 1 tentukan
mengandung maslahat bagi manusia. Dan
maslahat yang dimaksud di sini bukan
maslahat yang berdimensi material dan
duniawi saja seperti yang dikenal di
kalangan filosof, akan tetapi juga maslahat
yang berdimensi spiritual dan concern
dengan masalah-masalah ukhrawi.

Sa’id  Ramadhan  Al-  Buthi®
menjelaskan bahwa maslahat yang valid
mempunyai tiga kriteria:

a. Maslahat harus mengandung dua
dimensi masa, yaitu dimensi dunia
dan akhirat.

Bagi orang-orang yang tidak beriman,

kematian merupakan akhir dari

seluruh rangkaian kehidupan
manusia, sehingga kehidupan akhirat

# Ketiga point kriteria di atas diambil dari:
Muhammad  Sa’idd Ramadhan  al-Bithi,
Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari’ah al-
Islamiyyah, 2001, hlm. 45-70.
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dipandang sebagai kehidupan yang
fatamorganik dan semu. Untuk itu
mereka mengabaikan mashlahah yang
bersifat ukhrawi dan tidak beramal
kecuali apa yang dapat dirasakan
manfaatnya saat mereka masih hidup.
Bagi orang-orang yang beriman,
kehidupan akhirat dipandang sebagai
kelanjutan dari kehidupan dunia.
Karenanya mereka meyakini adanya
maslahat atau manfaat yang bersifat
ukhrawi, sebagaimana halnya mereka
merasakan maslahat duniawi.
. Maslahat tidak hanya terbatas pada
sisi dan norma material semata, tetapi
juga harus mengandung norma
spiritual agar maslahat tersebut bisa
memenuhi kebutuhan jasmani dan
rohani.
Sebagian Filosof menentang adanya
mashlahah ruhaniyyah (yang bersifat
spiritual). Karena maslahat ini,
menurut pandangan mereka akan
terwujud dengan sendirinya jika
kebutuhan jasmani terpenuhi;Bahkan
mereka beranggapan bahwa setiap
maslahat atau manfaat yang tidak bisa
dinikmati secara material tidaklah
disebut sebagai maslahat.
Norma maslahat yang ditetapkan oleh
agama merupakan dasar pijakan bagi
maslahat-maslahat lainnya.
Semua maslahat yang menjadi alasan
diberlakukannya sebuah kebijakan
harus menginduk pada norma agama.
Sehingga validitas sebuah
kemaslahatan akan sangat bergantung
pada kesesuaiannya dengan norma
agama yang telah diatur dalam al-
Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad
Dengan begitu, ketika didapati
sesuatu yang dianggap sebagai
maslahat menyelisihi atau
bertentangan dengan ayat al-Qur’an

Implikasi Kaidah Figihe,.

maupun hadits Nabi °, maka maslahat
tadi adalah  mashlahah  ghairu
mu’tabarah (maslahat yang tidak
dianggap) atau mashlahah mulghdh
(maslahat yang sudah tidak dipakai).

Terkait kebutuhan dasar yang
menjadi target dari maslahat itu sendiri
dilihat dari sisi magqdshid al-syari’ah, Imam
Syathibi® telah membagi kemaslahatan ke
dalam tiga bentuk, yaitu: (a) dharuriyyah
(primer); (b) hdjiyah (sekunder); dan (c)
tahsiniyyah (tersier).

Maslahat paling mendasar yang
bersifat primer ini menurut beliau adalah
tujuan yang harus ada untuk mewujudkan
maslahat agama dan dunia pada seseorang
yang ketiadaannya membuat maslahat di
dunia tidak akan bisa tegak bahkan yang
ada adalah kerusakan dan kehancuran, dan
di akherat nanti orang tersebut akan
kehilangan keselamatan dan kenikmatan
serta akan merugi. Adapun maslahat yang
bersifat sekunder adalah tujuan yang
dibutuhkan guna memperluas ruang untuk
menghilangkan rasa berat hati ketika tidak
mendapatkan apa yang diinginkan; dan
yang bersifat tersier adalah sebuah
pelengkap dengan mengerjakan hal-hal
baik dalam adat serta meninggalkan hal-hal
yang ditolak oleh akal sehat.*®

Menurut al-Buthi,’” maslahat yang
bersifat primer adalah maslahat yang harus
diwujudkan dalam rangka mewujudkan
penjagaan terhadap lima hal pokok yang
menjadi tujuan syari’at dengan memenuhi
rukun dan menguatkan dasar pijakannya

5 Tbrahim bin Misa al-Lakhami al-Syathibi, al-
Muwdfaqgat, Beirit: Dar Thya’ al-Turats al-
‘Arabi, 2001, hlm. 9.

% Ibrahim bin Misa al-Lakhami al-Syathibi, al-
Muwdfagdt, hlm. 9-12.

7 Muhammad Sa’idd Ramadhin  al-Bithi,
Dhawabith al-Mashlahah fi al-Syari’ah al-
Islamiyyah, 2001, hlm. 110.
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maupun dengan menolak segala hal yang
dapat merusaknya. Sehingga, segala macam
kasus hukum, baik yang secara sharih
(eksplisit) diatur dalam al-Qur’an dan
Hadits maupun yang dihasilkan melalui
ijjtihad, harus mengacu pada tujuan utama
disyari’atkannya hukum Islam (syari’ah)
yaitu mendatangkan manfaat (jalb al-
mashdlih) dan menolak kerusakan (dar’ al-
mafasid), karena agama Islam hadir dan
membangun syariahnya di atas dua hal
ini.*®

Dari sini dapat dipahami bahwa
segala tindakan dan kebijakan yang
dilakukan oleh seseorang dalam rangka
mewujudkan terpeliharanya lima hal pokok
ini adalah merupakan maslahat yang
dibenarkan; dan sebaliknya segala tindakan
dan kebijakan yang bertentangan dengan
penjagaan terhadap lima hal ini atau bahkan
untuk merusaknya, maka tindakan dan
kebijakan tersebut adalah kebijakan yang
keliru yang akan menyebabkan terjadinya
kerusakan dan bencana.

Kaidah fiqih:

menuntut setiap orang yang diberikan
amanah untuk memimpin agar menjaga
orang-orang yang berada di bawah
kepemimpinannya dengan penuh tanggung
jawab, membela kebenaran dan keadilan
serta memberikan batasan terkait kebijakan
yang ingin diterapkan pada masyarakat
dengan ada tidaknya maslahat atau manfaat
bagi mereka. Jika ada manfaat dari
kebijakan yang akan digulirkan, maka
kebijakan itu harus dilaksanakan; dan jika
tidak ada maslahat dalam kebijakan itu atau
bahkan akan menimbulkan  bahaya

% Sa’d bin Nashir bin Abd al-Aziz al-Tsatsri,
Syarh al-Mandziimah al-Sa’diyyah fi al-Qawd’id
al-Fighiyyah, KSA: Dar Asybiliya, 2005, hlm.
51.
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(madharrah), maka kebijakan itu harus
ditolak dan tidak diberlakukan.

Sebagai sebuah negara yang memiliki
otoritas untuk mengatur warga negaranya,
pemerintah  Republik Indonesia telah
membuat  berbagai  peraturan  yang
dituangkan dalam Undang-Undang yang
diharapkan telah mengakomodir kepenting-
an seluruh warga negaranya.Salah satu
Undang-Undang yang telah disahkan oleh
Pemerintah yang terkait dengan maslahat
warga negaranya adalah Undang-Undang
No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan
Zakat yang kemudian di revisi menjadi
Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat.

Zakat  merupakan  salah  satu
instrumen penting dalam membangun
ekonomi umat. Di samping karena potensi
jumlah zakat yang harus dikeluarkan oleh
para muzakkiyang sangat besar, juga
dikarenakan potensi pendayagunaan pada
warga masyarakat yang memiliki usaha
mikro cukup besar. Selain itu, zakat juga
merupakan salah satu instrumen dalam
pemerataan dan distribusi  pendapatan
masyarakat. Sehingga diharapkan kaum
dhuafa yang menerima zakat mampu
meningkatkan kesejahteraan hidup mereka
baik dari sisi konsumsi maupun produksi
sehingga akan ada pertumbuhan ekonomi
yang bagus di masyarakat.

Zakat juga merupakan salah satu
sistem fiskal yang memiliki kelengkapan
aturan yang sangat komprehensif dimana
dalam zakat telah diatur tentang subjek,
objek dan alokasi pendistribusiannya,
sehingga sistem fiskal dalam Islam yang
sangat sempurna ini diharapkan mampu
bekerja secara maksimal baik secara mikro
maupun makro. Secara mikro, zakat akan
berimplikasi baik secara individual maupun
komunal. Implikasi individual yang
dimunculkan oleh instrumen zakat inidapat
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dilihat pada perilaku (behavior)konsumsi
dan tabungan (saving)individu masyarakat;
sedangkan secara komunal, implikasi
tersebut dapat dilihat pada perilaku
produksi dan investasi yang dilakukan oleh
perusahaan atau unit usaha lainnya, karena
zakat  akan produktivitas
perusahaan dan etos kerja yang tinggi. Dan
secara makro, zakat akan berimplikasi pada
terciptanya lapangan kerja yang luas,
adanya pertumbuhan ekonomi yang baik,
pendistribusian pendapatan yang adil dan
pengentasan kemiskinan menuju stabilitas
ekonomi bangsa.

Disahkannya Undang-Undang no. 38
tahun 1999 pada masa pemerintahan B.J.
Habibie, merupakan titik balik istimewa
bagi pengelolaan zakat di Indonesia.
Meskipun masih terdapat kelemahan dalam
Undang-Undang ini, namun dukungan
resmi dari pemerintah untuk mengelola
zakat dari dan untuk kaum muslimin di
negeri ini merupakan satu bukti bahwa
pemerintah telah berusaha untuk memenuhi
tanggung jawab dan amanah yang
diembannya, yaituamanah mensejahterakan
warga negara di bidang ekonomi yang telah
termaktub dalam Undang-Undang Dasar
1945, tepatnya pada BAB XIV tentang
Kesejahteraan Sosial,”” dimana di sana
dengan jelas disebutkan bahwa negara
harus menguasai cabang-cabang produksi
yang menguasai hajat hidup orang banyak
dan salah satunya akan digunakan untuk
menghidupi fakir miskin dan anak-anak
yang terlantar. Bahkan setelah mengalami
perubahan pada tahun 2002, pada pasal 34
ayat (2) dinyatakan bahwa Negara
mengembang-kan sistem jaringan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan

memacu

" Sebelum akhirnya dirubah menjadi BAB XIV
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan
Sosial pada tahun 2002.

Implikasi Kaidah Figihe,.

masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Kalau kita lihat keberadaan zakat
dalam Islam, maka kita akan dapati bahwa
syariat zakat diwajibkan kepada orang-
orang yang telah memiliki harta tertentu
pada batas kepemilikan tertentu (nishab)
dan diperuntukkan untuk orang-orang yang
telah ditentukan pula. Orang-orang yang
berhak menerima zakat (mustahiq) ada
delapan kelompok: (a) fakir; (b) miskin; (c)
pengelola zakat; (d) orang-orang yang
sedang dilunakkan jiwanya; (e) budak; (f)
orang yang terlilit hutang; (g) orang yang
berjuang di jalan Allah; dan (h) orang yang
tengah dalam perjalanan ketika kehabisan
bekal.

Menurut al-Arif, delapan golongan di
atas dapat dibagi secara garis besar kepada
dua tipe manusia. Tipe pertama, mereka
yang mendapatkan jatah dari zakat karena
membutuhkannya. Mereka mendapatkan-
nya sesuai dengan keperluannya baik
banyak maupun sedikit. Seperti fakir,
miskin, untuk memerdekakan budak, dan
ibn sabil. Tipe kedua, mereka yang
mendapatkan bagian karena pertimbangan
jasa dan manfaat, serta mereka yang
berjuang di jalan Allah .

Kedelapan kelompok manusia yang
berhak menerima zakat adalah orang-orang
yang sangat membutuhkan, apalagi jika kita
merujuk pada kebanyakan badan atau
lembaga pengelola zakat yang seringkali
mengkonsentrasikan pendistribusian dan
pendayagunaan harta zakat pada dua
kelompok pertama, maka kita akan dapati
kesesuaian yang sangat mendasar dari cita-
cita dan harapan bangsa ini untuk
memelihara orang-orang fakir dan anak-
anak terlantar dengan syariat Allah 1 dalam

" M. Nur Rianto al-Arif, Dasar-Dasar Ekonomi
Islam, Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011, him.
255-256.
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zakat yang menunjukkan bahwa syariat
zakat sangat pro-poor (pro kemiskinan).
Beberapa kekurangan yang ada dalam
Undang-Undang no. 38 tahun 1999 tentang
pengelolaan zakat sedikit banyak telah
diperbaikidengan disahkannya Undang-
Undang no. 23 tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat. Undang-undang yang
baru ini semakin menunjukkan perhatian
pemerintah terhadap pengelolaan zakat di
Tanah Air, sekaligus menunjukkan bahwa
pemerintah merasa perlu melembagakan
atau memiliki lembaga resmi yang bertugas
untuk mengelola zakat dari tingkat nasional
hingga ke daerah. Hal itu ditunjukkan
dengan dijadikannya lembaga pengelola
zakat sebagai usaha dalam meningkatkan
daya guna dan hasil guna zakat yang ada
dan dibentuknya Badan Amil Zakat
Nasional (BAZNAS) oleh pemerintah yang
memiliki wewenang untuk melakukan
pengelolaan zakat secara nasional.
Dilembagakannya pengelolaan zakat
diharapkan dapat membantu beban dan
tanggungjawab negara dalam mengentas-
kan  kemiskinan dan  meningkatkan
kesejahteraan kaum lemah di negeri ini. Di
samping itu, negara akan mendapatkan
kemudahan lebih karena sesuai dengan
Undang-Undang yang baru ini, BAZNAS
berkewajiban untuk melaporkan
pengelolaan zakat secara berkala baik di
tingkat nasional maupun daerah. Dan
pengelolaan yang dimaksud meliputi
pengumpulan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat baik terkait dengan
perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian serta pelaporannya.
Berdasarkan Undang-Undang No. 23
tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini,
pemerintah telah memberikan kewenangan
secara khusus kepada BAZNAS untuk
melakukan pengelolaan zakat di Indonesia.

maupun

Hal ini sebagai implementasi dari
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Q V/' Nl

3 2 Imp(l‘kgsz Katdah Fiqih...

o
] ol
MR AOR

PAdU|

kewajiban pemerintah dalam menata dan
memperhatikan ~ kemaslahatan ~ warga
negaranya baik yang beragama Islam
maupun  orang-orang  diluar  Islam.
Karakteristik syari’at Islam inilah yang
telah  menunjukkan
dimana ketika berbicara tentang kehidupan
duniawi, Islam telah memberikan ruang dan
waktu bagi orang-orang yang belum
memeluk Islam untuk dapat hidup bersama,;
dan bahkan mendapatkan perhatiandengan
dicantumkannya mereka sebagai salah satu
ashndf (kelompok) yang berhak menerima

kesempurnaannya,

zakat yaitu al-muallafah qulibihim (orang-
orang yang dilunakkan jiwanya).

Ketika menafsirkan tentang ‘al-
muallafah qulitbihim’, Imam al-Syaukani &
mengatakan  bahwa  mereka  adalah
sekelompok orang pada masa-masa awal
Islam. Kemudian beliau menyebutkan
tentang mereka, yaitu: (a) mereka adalah
orang-orang kafir yang Rasulullah # coba
lunakan hati mereka agar mau masuk
Islam, karena mereka tidak mau masuk
Islam dengan kekuatan atau pedang, akan
tetapi dengan diberi sesuatu; (b) orang yang
secara dzahir telah masuk Islam, namun
keislamannya belum baik, sehingga
Rasulullah % melembutkan jiwa-jiwa
mereka dengan diberi bagian harta; (c)
orang-orang yang masuk Islam dari
kalangan Yahudi dan Nashrani, dan (d)
mereka adalah sekelompok pembesar
orang-orang musyrik yang memiliki
pengikut, Nabi * memberi mereka bagian
untuk melunakkan hati-hati para pengikut
mereka agar mau masuk Islam. Dan Nabi *
telah memberikan bagian harta kepada
sekelompok orang yang secara dzahir telah
masuk Islam seperti Sufyan bin Harb, al-
Haris bin Hisyam, Suhail bin ‘Amr, dan
Huwaithib bin Abd al-‘Uzza. Masing-
masing mereka telah diberi 100 ekor unta
untuk melunakkan jiwa-jiwa mereka, dan
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juga memberi kepada selain mereka dengan
jumlah yang kurang dari itu”!

Kewenangan yang telah diberikan
oleh  pemerintah  kepada BAZNAS
merupakan  sebuah  rangkaian  dari
penerapan perintah untuk mengambil atau
menarik zakat dari yang berkewajiban
untuk mengeluarkannya.

Allah @ berfirman dalam surat al-
Taubah ayat 103:

“Ambillah zakat dari sebagian
harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan
mensucikan mereka dan
berdo’alah untuk mereka.
Sesungguhnya do’a kamu itu
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi
mereka.  Dan  Allah  Maha
mendengar lagi Maha

’

mengetahui”.

Ketika menafsirkan ayat ini, Ibn
Katsir # berkata:
“Allah & memerintahkan Rasul-
Nya untuk mengambil zakat dari
harta mereka sebagai alat untuk
membersihkan dan mensucikan
mereka. Dan perintah ini bersifat
global... oleh karena itu sebagian
dari  masyarakat Arab yang
menolak untuk membayar zakat
meyakini bahwa membayar zakat
kepada pemimpin (al-imam) tidak
perlu, dan hanya berlaku khusus
untuk Nabi ° saja dan berdalil
dengan firman Allah | “Ambillah
zakat dari sebagian harta mereka,
dengan zakat itu kamu
membersihkan dan mensucikan
mereka dan mendoalah untuk
mereka. Sesungguhnya doa kamu
itu (menjadi) ketenteraman jiwa
bagi  mereka.”  Tafsir dan
pemahaman yang keliru ini telah
dibantah oleh Abu Bakar al-

' Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad al-
Syaukani, Fath al-Qadir, BeirGt: Dar Ibn al-
Katsir, 1414, him. 425/2.

Shiddiq % dan seluruh sahabat
vang kemudian memerangi mereka
hingga mau membayar zakat
kepada pemimpin (al-khalifah)
sebagai-mana mereka sebelumnya

menunaikannya kepada
Rasulullah”.”*

Dari penjelasan Ibn Katsir ¢, kita
dapat menyimpulkan bahwa pemerintah
memiliki hak dan kepentingan untuk
mengambil harta zakat dari yang
berkewajiban  untuk  mengeluarkannya.
Mengingat kewajiban pemerintah dalam
mengatur dan mensejahterakan warga
negaranya melalui kebijakan-kebijakan
yang sesuai dengan maslahat mereka;
diantaranya adalah  kebijakan  untuk
mengentaskan kemiskinan dengan
mengembangkan sistem jaringan sosial
bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu
sesuai dengan martabat kemanusiaan sesuai
dengan amanah pada Pasal 34 UUD 1945
ayat 2.7

Mengembangkan sistem  jaringan
sosial dan memberdayakan masyarakat
lemah inilah yang sebenarnya telah
diajarkan oleh syari’at Islam melalui zakat.
Karena menurut Said Sa’ad Mar‘[hon,74
dalam implementasinya, zakat mempunyai
efek domino dalam kehidupan masyarakat.
Diantara dampak ekonomi yang timbul dari
implementasi zakat adalah sebagai berikut:

a. Produksi; dengan adanya zakat, fakir
dan  miskin dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya. Seluruh income
yang mereka dapatkan dari zakat
akan dikonsumsikan untuk memenuhi

Implikasi Kaidah Figii..

7 Isma’il bin ‘Umar bin Katsir, Tafsir al-Qur’dn

al-‘Adzim, Dar Thayyibah, 1999, hlm. 207/4.
7 Pada perubahan UUD 1945 keempat tahun 2002.
™ Said Sa’ad Marthon, Ekonomi Islam di Tengah
Krisis Ekonomi Global, Jakarta: Dzikrul Hakim,
2007, him. 126-128.
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kebutuhan sekunder mereka. Dengan
demikian, permintaan yang ada dalam
pasar akan mengalami peningkatan,
dan  seorang  produsen  harus
meningkatkan produksi yang
dilakukan untuk memenuhi demand
yang ada. Sebagai multiplier effect,
pendapatan yang diterima akan naik
dan investasi yang dilakukan akan
bertambah.
Investasi; dengan  diwajibkannya
zakat, hal tersebut akan mendorong
untuk melakukan investasi. Dengan
alasan, jika dia tidak melakukan
investasi maka dia akan mengalami
kerugian finansial, karena harta
tersebut ditarik ke dalam zakat setiap
tahunnya...dengan adanya alokasi
zakat atas fakir dan miskin, hal
tersebut akan menambah pemasukan
mereka sehingga konsumsi yang
dilakukan akan bertambah. Dan
peningkatan konsumsi akan
mendorong  peningkatan produksi
dimana hal tersebut akan mendorong
adanya peningkatan investasi.

Lapangan Kerja; ada yang
berpendapat bahwa zakat dapat
mendorong seseorang untuk
bergantung pada orang lain dan
bermalas-malasan  untuk  bekerja
sehingga akan menambah angka
pengangguran. Pendapat tersebut
tidak benar karena dengan adanya
zakat, permintaan akan tenaga kerja
semakin  bertambah dan  akan
mengurangi pengangguran. Seperti
dijelaskan di atas, zakat akan
meningkatkan produksi dan investasi
dalam  dunia  usaha  sehingga
permintaan terhadap karyawan akan
bertambah. Dengan adanya zakat,
permintaan terhadap tenaga kerja

7
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bertambah dan pengangguran akan
berkurang.

Kesenjangan
Sosial; Islam mengakui adanya
perbedaan atas tingkat kehidupan dan
rezeki masyarakat, hal tersebut sesuai
dengan karakter dasar dan
kemampuan manusia. Akan tetapi,
perbedaan yang ada bukan berarti
membiarkan orang yang kaya
semakin kaya dan orang yang miskin
semakin jatuh miskin sehingga
kesenjangan sosial semakin nampak.
Karena itu, diperlukan intervensi
untuk meminimalisir keadaan
tersebut. Salah satu instrumen yang
berfungsi untuk mengatasi
kesenjangan tersebut adalah
diwajibkannya zakat bagi orang-
orang kaya. Hal tersebut juga
dimaksudkan agar harta tidak hanya
berputar di sekitar
orangkaya...dengan adanya kewajiban
zakat, kesenjangan sosial yang ada
akan berkurang dan peningkatan
hidup masyarakat semakin membaik.
Pertumbuhan Ekonomi; zakat
menyebabkan meningkatnya
pendapatan fakir dan miskin yang
pada akhirnya
dilakukan juga akan mengalami
peningkatan. Secara teori, dengan
adanya peningkatan konsumsi maka
sektor produksi dan investasi akan

orang-

konsumsi  yang

mengalami  peningkatan. Dengan
demikian permintaan terhadap tenaga
kerja ikut meningkat sehingga

pendapatan dan kekayaan masyarakat
juga akan mengalami peningkatan.
Fenomena tersebut mengindikasi-kan
adanya pertumbuhan ekonomi dan
sosial masyarakat.
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Menurut Sayyid Quthb "> penopang
kehidupan dalam sistem islami adalah
pekerjaan (‘amal) dengan segala tingkatan
dan macamnya; maka negara Islam
berkewajiban untuk menyediakan lapangan
pekerjaan bagi yang sanggup untuk bekerja
(usia produktif), memantapkan program
pengadaannya dengan berbagai persiapan
dan sarana untuk itu, serta memberikan
upah yang cukup bagi mereka. Dan bagi
orang-orang yang masih mampu bekerja
tidak ada hak dari harta zakat, karena zakat
adalah salah satu bentuk jaminan sosial
antara orang yang mampu dengan orang
yang tidak mampu yang diatur oleh negara
dan sekaligus bertanggungjawab dalam
pengumpulan dan pendistribusiannya.

Dengan memperhatikan multiplier
effect dari implementasi zakat di tengah-
tengah masyarakat, tentu peran negara
sangat dibutuhkan agar pengelolaan zakat
di Indonesia lebih maksimal. Dan tindakan
pemerintah yang telah menunjuk BAZNAS
sebagai lembaga pemerintah nonstruktural
yang bersifat mandiri dan bertanggung
jawab langsung kepada Presiden melalui
Menterinya merupakan langkah yang sudah
sesuai dengan kemaslahatan umat yang
ingin diwujudkan. Karena pengelolaan
potensi zakat yang sangat besar untuk
kepentingan  seluruh ~ warga  negara
Indonesia yang berhak menerimanya tentu
memerlukan  manajemen  yang  rapi
sehingga pendistribusian dan hasil guna
dari zakat ini dapat terkontrol dengan baik;
dan dengan begitu pemerintah akan
mendapatkan kemudahan dalam
menyelesaikan berbagai problem
perekonomian  yang  dihadapi  oleh
masyarakat lemah yang ada.

™ Sayyid Quthb, Fi Dzildl al-Qur’dn, Kairo: Dar
al-Syurdq, 2008, him. 1668.

Implikasi Kaidah Figihe,.

M. Hasbi al-Shiddiqy berkata,

“Sesungguhnya dalam hal ini
penguasa boleh melakukan
kemaslahatan yang baik menurut
ijtihadnya. Maka tidak ada yang
maslahat untuk kebaikan agama
dan kebahagiaan fakir miskin
pada saat umat Islam telah sangat
lemah imannya, telah sangat
lemah kepatuhannya dan
ketaatannya  kepada  perintah-
perintah  ilahi,  selain  dari
memungut zakat dari yang wajib
memberikannya.”"®

Kebijakan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah ini juga merupakan kebijakan
yang telah dicontohkan oleh Rasulullah’dan
para khalifah setelah beliau yang telah
mengumpulkan zakat dari orang-orang
yang berkewajiban untuk mengeluarkannya
dengan mengutus sejumlah amil dan para
su’ah kepada mereka.Menurut Hasbi al-
Shiddiqy, petugas-petugas zakat yang
diangkat Nabi #*t diantaranya ialah Ibn
Lutaibiyah, Abu Mas’ud, Abu Jahem,
Ugbah bin Amir, Dhahhak, Bin Qais dan
Ubadah bin Shamit. Petugas zakat tersebut
dinamai mushaddig atau sa’i. Perbuatan
Nabi tersebut diteruskan oleh para khalifah
empat. Mereka semua mengadakan amalah
(petugas) untuk mengumpulkan zakat.”’
Bahkan secara tegas khalifah pertama Abu
Bakar al-Shiddigaakan memerangi orang-
orang yang enggan membayar zakat kepada
khalifah. Hal ini sebagaimana diriwayatkan
oleh Abu Daudvdalam sunannya,” bahwa
beliau mengatakan, ‘Demi Allah, aku akan
memerangi orang yang memisahkan antara

7 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat,
Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, hlm. 58-
59.

77 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, him.

52.

Sulaiman bin al-Asy’ats al-Sajastani, Sunan Abi

Daud, Beirut: Dar bin Hazm, 1998, him. 242

dalam kitab al-zakah.
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kewajiban shalat dan zakat; karena
sesungguhnya zakat adalah hak yang terkait
dengan harta. Demi Allah, kalau mereka
menolak untuk membayarkan zakat unta
kepadaku yang biasa mereka bayarkan
kepada Rasulullah #, pasti aku akan
memerangi mereka karena penolakan
mereka itu.’

Menurut Hasbi al-Shiddiqy,” usaha
pengumpulan zakat adalah masuk dalam
tugas penguasa. Sehingga tidak boleh bagi
para pemilik harta yang telah berkewajiban
untuk mengeluarkan zakat menyelesaikan
sendiri urusan pemberian zakatnya, karena
zakat diperuntukan guna memperbaiki
nasib orang fakir dan untuk memelihara
keamanan, agama dan negara.

Dalam madzhab Syafi’i sendiri, yang
notabene menjadi pegangan masyarakat
Indonesia, dinyatakan tentang wajibnya
seorang imam untuk mengutus para
pengumpul zakat.

Al-Syairazi # mengatakan dalam al-
Muhadzdzab,

‘Wajib atas seorang imam untuk
mengutus para su’ah untuk mengambil
zakat. Karena Nabi % dan para khulafa
setelah beliau juga mengutus para su’ah.
Hal itu dilakukan karena diantara manusia
ada yang memiliki harta, namun ia tidak
tahu kewajibannya atas harta tersebut; dan
diantara mereka ada juga yang kikir,
sehingga wajib bagi imam mengutus orang
untuk mengambilnya.”*

Hal senada juga diungkapkan oleh
Ibn  Hajar al-‘Asqalani  #%  ketika
menjelaskan tentang haditslbn Abbas yang
meriwayatkan tentang pengutusan Mu’adz
bin Jabal # ke wilayah Yaman oleh

7 M. Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, him.
59.

% Tbrahim bin ‘Ali bin Yasuf al-Syairazi, al-
Muhadzdzab fi Figh al-Imam al-Sydfi’i, BeirQt:
Dar al-Ma’rifah, 2003, him. 543.
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Rasulullah # tepatnya pada kalimat tu ’khad
min aghniydihim, dengan mengatakan, ‘hal
ini dijadikan dalil bahwa para penguasa
mempunyai  hak  mengelola  zakat,
menerima dan membaginya  sendiri,
ataupun dengan mengadakan naib-nya. Dan
jika ada yang enggan membayar zakat, para
penguasa dapat mengambilnya secara
paksa.”®!

Urgensi keberadaan tenaga amil
zakatdalam pengelolaan zakat merupakan
hal yang tak bisa diabaikan. Di samping
keberadaan amil yang telah disebutkan
dalam  kelompok  mustahiq yang
mengisyaratkan pentingnya peran mereka
dalam al-Qur’an, pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh amil zakat memiliki
beberapa keutamaan,” vyaitu: (a) untuk
menjaminkepastian dan disiplin  pem-
bayaran zakat; (b) menjaga perasaan rendah
diri  para apabila
berhadapan langsung menerima haknya
dari para wajib zakat (muzakki); (c) untuk
mencapai efisiensi, efektivitas, dan sasaran
yang tepat dalam penggunaan harta zakat
menurut skala prioritas yang ada pada suatu
tempat; dan (d) untuk memperlihatkan
syi’ar Islam dalam semangat penyeleng-
garaan negara dan pemerintahan yang
Islami.

Selain melalui ayat al-Qur’an dan
hadits Rasulullah %, penunaian zakat
kepada pemimpin dalam Islam telah
menjadi ijma’para ulama. Dan hal itu telah
dimulai pada saat Rasulullah # masih
hidup, dimana kaum muslimin menunaikan
zakat kepada beliau atau melalui orang-
orang yang beliau utus ke daerah-daerah

mustahiq  zakat

81 Ahmad bin ‘Ali bin HajarAl-‘Asqalani, Fath al-
Bari Syarh Shahih al-Bukhdri, Riyadh: Dar al-
Salam, 2000, hlm. 453/3.

2 Abdurrahman Qadir, Zakat dalam Dimensi
Mahdhah dan Sosial, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1998, hlm. 87-88.
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untuk mengambil zakat. [jma’ ulama yang
dimaksud sebagaimana yang disebutkan
oleh al-Ilmam Ibn al-Mundzir dalam
kitabnya al-l[jma’ yang menyebutkan,
mereka (para ulama) telah bersepakat
bahwa dahulu zakat ditunaikan kepada
Rasulullah i, kepada utusan-utusan beliau
dan para amilnya, dan kemudian zakat
ditunaikan kepada orang yang
diperintahkan agar kita menunaikan zakat
kepadanya.®

Oleh karena itu, ketika dalam sebuah
komunitas  telah  diangkat  seorang
pemimpin, maka menjadi kewajiban setiap
orang yang ada dalam ruang lingkup
komunitas  tersebut untuk  mentaati
pemimpinnya, selama pemimpin itu tidak
memerintahkan kepada keburukan atau
kemaksiatan kepada Allah .

Dalam BAB 1 pasal 3 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan
bahwa pengelolaan zakat, terutama setelah
ditunjuknya BAZNAS sebagai pengelola
zakat tingkat nasional, bertujuan untuk:

a. meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat; dan

b. meningkatkan manfaat zakat untuk

mewujudkan kesejahteraan
masyarakat dan  penanggulangan
kemiskinan.

Berdasarkan tujuan yang ingin

dicapai inilah, pengelolaan zakat di
Indonesia  harus dikumpulkan secara
profesional, dikelola dengan sistem yang
transparan (akuntable), dan disalurkan
kepada mustahiq dengan penuh
tanggungjawab (amanah). Karena kebijak-
an pemerintah Indonesia yang telah
menunjuk BAZNAS sebagai pengelola

% Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundzir, al-
Ijma’, Dar al-Muslim, 2004, hlm. 48/1 dalam
kitab al-Zakah, ijma’ no. 117.

Implikasi Kaidah Figihe,.

zakat di tingkat nasional merupakan
kebijakan  yang telah  mendapatkan
dukungan (support)dan landasan kuat dari
syari’at Islam sebagaimana yang telah
dipaparkan  sebelumnya, yaitu: (a)
makna  dari  pemegang
kekuasaan dalam surat al-Nisa ayat 59; (b)
hadits Rasulullah * yang memerintahkan
untuk mentaati pemimpin dan
menjadikannya  sebagai  bagian  dari
mentaati dirinya dan juga ketaatan kepada
Allah #; dan (c) ijma’ para ulama yang
telah menyepakati penunaian zakat melalui
Rasulullah # saat beliau hidup atau kepada

keumuman

orang-orang yang beliau utus, dan
menunaikan zakat kepada orang-orang
yang diperintahkan untuk menunaikan
zakat kepadanya sepeninggal beliau .

Kesimpulan
Dari deskripsi yang telah
dikemukakan tentang “IMPLIKASI

KAIDAH FIQIH ¢ e .yl i
aaliaaly Lijicdie 3” TERHADAP PERAN
NEGARA DALAM PENGELOLAAN
ZAKAT DI  INDONESIA”  dapat
disintesakan beberapa hal utama sebagai
jawaban atas research questionsdalam tesis
ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, konsep
(kepemimpinan) yang dimaksud dalam
kaidah figih « b3ladic 30 Je Lyl b
s daliaddly mencakup seluruh  jenis
kepemimpinan dalam kehidupan.
Keumumannya dibatasi oleh kaidah yang
mengatakan “@WAl daza 3 d}h‘d el y”
yang artinya tidak ada ketaatan kepada
mahluk dalam bermaksiat kepada Sang
Pencipta; sehingga ketaatan pada pemimpin
hanya berlaku pada mentaati hal-hal yang
baik saja menurut syariah Islam.

Kedua, konsep maslahat yang
dimaksud dalam kaidah figih * alaY) Ca%ias
aabady bsiedies) e” adalah manfaat

imamah
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yang ingin diwujudkan oleh seseorang
dalam tindakannya. Keumumannya dibatasi
oleh norma-norma berikut:

1. Maslahat yang dimaksud termasuk
bagian dari magdshid al-syari’ah
(tujuan syari’at) yang diturunkan.

2. Maslahat yang dimaksud tidak
bertentangan dengan al-Qur’an.

3. Maslahat yang dimaksud tidak
bertentangan dengan al-Sunnah.

4. Maslahat yang dimaksud tidak
bertentangan dengan ijma’ para
ulama.

5. Maslahat yang dimaksud tidak

bertentangan dengan qiyas.

6. Maslahat yang dimaksud tidak
membuat terbengkalainya maslahat
yang lebih penting atau yang
memiliki kekuatan manfaat sama.

Upaya pemerintah dalam mengatur
pengelolaan zakat di Indonesia telah
bersesuaian dengan makna yang diusung
oleh kaidah figih * 53 43 3 L oY) Lokl
@Aﬁl-;”karena pengelolaan zakat yang
diatur oleh pemerintah bertujuan untuk
mewujudkan kemaslahatan seluruh warga
negara, terutama orang-orang

Harapan besar dari peneliti terkait
implementasi dari kaidah figih « aeY) Za s
ialiadly Ljieiie’ e adalah  adanya
dukungan kuat dari seluruh kaum muslimin
di negeri ini terkait kebijakan pemerintah
yang  secara dibuat  untuk
kemaslahatan seluruh warga negara, dalam
hal ini adalah kebijakan pemerintah yang
telah menunjuk BAZNAS sebagai lembaga
yang bertugas mengelola zakat secara
nasional. Dukungan itu diharapkan dapat
diwujudkan dengan membayar zakat
melalui BAZ atau LAZ yang secara resmi
berkewajiban mengelola dana zakat yang
ada. Dengan tertunaikannya zakat melalui
amil-amil zakat ini diharapkan ekonomi

umum
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Indonesia akan semakin mengarah pada
tatanan ekonomi yang berkeadilan dan
mensejahterakan, sehingga tidak lagi terjadi
ketimpangan sosial dan jurang pemisah
yang terlalu dalam antara para aghniya dan
fugara di negeri ini. Di samping itu,
peneliti  juga berharap dukungan itu
terwujud dengan sinerginya semua BAZ
atau LAZ yang telah ada sebelumnya
dengan BAZNAS sehingga tanggungjawab
besar pemerintah dalam mengentaskan
kemiskinan dan mensejahterakan warga
negaranya dapat segera terealisasikan
sebagai cita-cita bersama.
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